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ABSTRAK  

 

Nama : Satia Lisa Malik  

Jurusan : Manajemen Dakwah 

Judul : Penerapan Sistem Seleksi Petugas Haji di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar 

 

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama  Kabupaten Kampar. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan system petugas 

haji di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Seleksi Petugas Haji di 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Penelitian ini memakai metode  

deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 

adalah pimpinan dan karyawan Kemenag Kab. Kampar Bagian Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah berjumlah 5 orang. Objek penelitian  ini  adalah  Penerapan 

Sistem Seleksi  Petugas Haji di Kementerian  gama Kabupaten Kampar. Adapun  

metode  pengumpulan  data dilakukan  melalui  observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Penerapan sistem seleksi petugas haji di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar sudah diterapkan sesuai dengan Undang- Undang Republik   

Indonesia   Nomor   79   Tahun   2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pada pasal 18  

ayat  (4)  dan  ayat  (6)  harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman  

integritas,  dan  dedikasi melalui  seleksi   secara   profesional.  Hal ini terbukti 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah melaksanakan seleksi  petugas  haji  

dengan 5 tahapan seleksi yaitu : Pertama, penerimaan surat lamaran dengan 

melihat kelengkapan data dan akurasinya. Kedua,Pemeriksaan surat-surat 

referensi oleh personalia atau kepanitiaan.Ketiga, evaluasi medis terhadap calon 

petugas haji dengan melihat lampiran surat keterangan dokter 

dariPuskesmas.Ketiga, penyelenggaraan  ujian  tertulis dilakukan  secara  online  

dengan  menggunakan  system  Computers   Assisted Test (CAT), dan Kelima, 

keputusan seleksi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

 

Kata Kunci : Penerapan, Sistem Seleksi. 
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ABSTRACT 

 

Name : Satia Lisa Malik  

Department  : Da’wah Management 

Judul : Implementation of Hajj Officer Selection System at the 

Ministry of Religion, Kampar Regency 

 

This research was conducted at the Ministry of Religion, Kampar Regency. The 

problem in this research is how to implement the Hajj official system in the 

Ministry of Religion of Kampar Regency. The purpose of this research is to find 

out how the implementation of the Hajj Officer Selection System at the Ministry  

of Religion of Kampar Regency. This research uses descriptive method and uses a 

qualitative approach. The subjects in this study are the leaders and employees of 

the Ministry of Religion of Kampar Regency hajj, the hajj and umrah organization 

division totaling 5 person.  The  object  of  this  research  is  the  Application  of 

the Hajj Officer  Selection  System  at  the  Ministry  of  Religion, Kampar 

Regency. The data collection method is carried out through observation, 

interviews, and documentation. The implementation of the haj  pilgrimage 

selection system at the Ministry of Religion of Kampar Regency has been 

implemented in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 79 of 

2012 concerning the implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the 

implementation of the haj pilgrimage in article 18 paragraph (4) and paragraph (6) 

must comply with competency requirements, experience integrity, and dedication 

through professional selection. This is proven by the Ministry  of  Religion  of  

Kampar Regency  that  has  carried  out  the  selection of Hajj officers with 5 

stages of selection, namely: First, receiving application letters by observing 

the completeness  of  the  data  and  its  accuracy. Second, examination of 

reference letters by personnel or the committee. Third, medical evaluation of 

prospective pilgrims by looking at the attachment of a doctor's certificate from the 

Puskesmas. Third, the implementation of written examinations is carried out 

online using the Computers Assisted Test (CAT) system, and Fifth, selection 

decision by the Head of the Ministry of Religion Office of Kampar Regency. 

 

Keywords : Application, Selection System 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ibadah haji pada umumnya dilakukan setiap setahun sekali oleh umat 

islam didunia termasuk diindonesia. Oleh sebab itu, telah menjadi tekad 

pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji serta 

meningkatkan pelayanan ibadah haji dalam berbagai bentuk tersedianya 

berbagai kemudahan, baik sebelum maupun selama perjalanan, juga dalam 

mempersiapkan bekal para jamaah calon haji dengan pengetahuan simulasi 

manasik haji. 

Penerimaan petugas haji merupakan bentuk seleksi yang dilakukan 

oleh Kementerian Agama dalam hal ini direktorat Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah dan mendapatkan petugas haji yang akan melayani jamaah baik di 

tanah air, selama dalam perjalanan di arab Saudi sampai Kembali ketanah air. 

Proses ini merupakan bagian penting persiapan Penyelenggraan Ibadah Haji 

setiap Tahunnya, sehingga pelaksanaan harus tertata dengan baik dan mampu 

menyediakan petugas haji yang sebagainya dapat ditujukan Kembali dimasa 

operasional haji tahun-tahun selanjutnya sebagai indicator telah tersedianya 

sejumlah sumber daya manusia yang melayani jamaah. 
1
 

Sebelum pelaksanaan ibadah haji  terdapat suatu kegiatan seleksi 

terhadap petugas haji, maka seleksi petugas haji sangatlah penting. Didalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah petugas  berasal dari tugas yang berarti 

yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sedangkan 

pengertian petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu.
2
  Adapun 

istilah haji menyengaja ke Baitullah (Ka‟bah)  untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu pada waktu tertentu dengan mengharapkan keridaan Allah 

SWT. Dari pengertian diatas petugas haji dapat diartikan petugas yang 

                                                             
1
 Juknis Pedoman Rekruitmen 2018, diakses pada tanggal 5 Maret 2018, pada pukul 

12.45 WIB. 
2
   Departemen Pendidikan dan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka, 2005), h.1215. 
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diangkat oleh Kementerian Agama yang diberi tanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ibadah haji  yang menyertai 

jama‟ah haji sejak diasrama haji, di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air. 

Dalam seleksi petugas haji di Kementerian Agama Kabupaten Kampar, 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagai 

koordinator sekaligus penanggung jawab atas kegiatan seleksi petugas haji di 

Bangkinang seharusnya mampu melakukan penyempurnaan sistem dan 

manajemen penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus agar dapat 

berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan , 

profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam hal ini seleksi petugas haji dalam 

penyelenggaraan ibadah haji harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

pemerintah.yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan system seleksi 

petuga haji adalah bidan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Proses penerimaan atau seleksi sangatlah penting karena merupakan 

proses awal untuk penyediaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah 

petugas haji. Dalam proses seleksi calon petugas haji dikumpulkan, kemudian 

dilanjutkan untuk mengikuti proses seleksi, seleksi merupakan proses mencari 

informasi mengenai pelamar kemudian menerapkan siapa yang pantas 

diterima atau tidaknya sebagai petugas haji. Dari proses seleksi Kementerian 

Agama Mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria untuk 

menduduki posisi tertentu. Proses selanjutnya dalam manajemen sumber daya 

manusia adalah penempatan. Penempatan merupakan proses mendudukkkan 

sumber daya yang memenuhi syarat untuk posisi tertentu, dan kemudian 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah 

diterapkan. dilakukannya system seleksi diharapkan mampu menghasilkan 

tenaga kerja dalam hal ini petugas haji agar memiliki kapasitas dan kapabilitas 

yang berpotensi untuk menduduki berbagai jabatan dan sesuai dengan 

kompetensi. 

Pelaksanaan system seleksi petugas haji haruslah dilakukan dengan 

baik dan benar  agar sesuai dengan syariat yang diterapkan.
3
 sehingga dapat 

                                                             
3
 Nila Mardila, “Rekruitmen Seleksi dan Penempatan Dalam Perspektif Islam”, jurnal 

Kajian Ekonomi Islam 4, no 2 (2016):hal 224. 
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menghasilkan manfaat untuk kepentingan bersama. Petugas haji indonesia 

adalah petugas yang diangkat oleh Menteri Agama yang bertanggung jawab 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada jamaah haji, baik petugas 

yang menyertai jamaah (Kloter) maupun panitia penyelenggaraan ibadah haji 

(Non-Kloter).petugas yang menyertai jamaah adalah petugas yang ditugaskan 

melayani dan membimbing jamaah dalam satu kelompok terbang(Kloter) 

sejak dari embarkasi sampai ke debarkasi tanah air. Sedangkan panitia 

peyelenggaraan ibadah haji (Non-Kloter) adalah panitia penyelenggara ibadah 

haji yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perhajian baik di 

Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi. 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas penulis menuangkan 

dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Penerapan Sistem Seleksi Petugas 

Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kampar”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak salah dalam memahami penelitian ini, perlu 

dijelaskan beberapa istilah , antara lain : 

1. Penerapan 

Penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik 

individu maupun kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan 

adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara 

agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.
4
 

2. Sistem Seleksi 

Sistem adalah kesatuan sejumlah sarana yang paling berkaitan satu 

sama lainnya, dan secara bersama-sama mengolah rangsang (input) yang 

berasal dari lingkungan dan menghasilkan suatu reaksi (output).
5
 

Sedangkan seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan 

                                                             
4
Wahab, Tujuan Penerapan Program (Jakarta: Bulan Bintang, 2008),  63. 

5
R. Matindas, Manajemen SDM Lewat Konsep Aku (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 

2002), 5. 
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untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak.
6
 Seleksi dalam 

manajemen SDM adalah pemilihan terhadap orang-orang. Suatu proses 

untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seorang untuk 

melakukan pekerjaan. Dengan demikian sistem seleksi adalah suatu cara 

dalam melakukan pemilihan calon pekerja yang paling memenuhi 

kategori yang ditetapkan oleh perusahaan atauorganisasi untuk mengisi 

kekosongan lowongan pekerjaan.
7
 

3. Petugas Haji 

Didalam kamus besar bahasa indonsia, istilah petugas berasal dari 

tugas yang berarti wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan 

sedangkan pengertian petugas adalah orang yang beryugas melakukan 

sesuatu.
8
  

Haji dalam pengertian istilah para ulama ialah menuju ka‟bbah 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan 

lain bahwa haji dialah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu 

tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.
9
 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana  

penerapan system seleksi petugas haji di Kementrian Agama kabupaten 

kampar. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

sistem seleksi petugas haji oleh Kementrian Agama Kabupaten kampar. 

                                                             
6
 Lijian Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), 140. 
7
 R Wayoe Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 2008), 168. 

8
Departemen Pendidikan Dan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pustaka, 2005), 1215. 
9
M. Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jama‟ah haji Indonesia (Yogyakarta: Buku 

Rangkang-Education, 2010),  9. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunuaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi bagi peneliti 

lainnya yang ingin mengetahui tentang penerapan sistem 

penerapan petugas haji di Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

2) Sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga 

penyelenggaraan ibadah haji dalam mengembangkan kinerja 

perusahaannya. 

3) Hasil penelitian ini juga berguna bagi mahasiswa 

ManajemenDakwahuntuk menambah wawasan akademis dan 

semoga bermanfaan bagi pembaca yang budiman.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu 

pengetahuan dan ilmu Manajemen Dakwah. 

3) Untuk menambah wawasan pembaca pada umumnya dan penulis 

pada khususnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat 

penulis lampirkan sistematika penulisan, sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Berisikan tentang latar belakang, Penegasan istilah, Rumusan 

masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

  Berisikam tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang metode dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini berisi tentang profil Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar, struktur organisasi Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar, Visi  dan Misi Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar, serta Program Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

masalah yakni uraian tentang Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar dalam melakukan seleksi terhadap petugas haji oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar di Bangkinang, dan bab 

ini juga menjabarkan analisis secara rinci terhadap penerapan 

system seleksi Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam 

melakukan seleksi petugas hajio oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar. 

BAB VI :  KESIMPULAN 

  Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran 

mengenai penerapan system seleksi Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar dalam melakukan seleksi terhadap petugas 

haji di Kabupaten Kampar yang diperoleh dari penelitian yang 

dapat bermanfaat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Penerapan 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan sesuatu teori 

atau metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk 

suatu kepentingan yang dinginkan oleh suatu golongan atau kelompok 

yang telah terencana atau yang telah tersusun sebelumnya.
10

 

Menurut Husein umar, penerapan adalah kegiatan mencari 

sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan 

yang tersedia. Sumber-sumber dimana terdapat calon tenaga kerja melalui 

bermacam-macam sumber.
11

 

Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 

penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu 

maupun kelompok dengan maksd untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan adalah : 

1. Adanya program yang dilaksanakan 

2. Adanya kelompok atau terget, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran 

dan diharapakan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, pelaksanaan 

maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.
12

 

Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu dan kelompok yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal 

ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya kerja yang 

                                                             
10

 Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1180. 
11

 Husein Umar, Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma 

Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 24 
12

 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2010), 1487 
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diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam 

masyarakat.
13

 

Sedangkan menurut analisis  penulis penetapan adalah kemampuan 

dan ketetapan Kementerian Agama Kabupaten  Kampar dalam memilih 

dan menyelaraskan sistem seleksi petugas haji. Oleh karena itu, kata 

penerapan sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan petugashaji 

dan diterima oleh calon jamaah haji dalam pelaksanaanibadah haji. 

Kemampuan seorang petugas haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang di 

berikan kepadanya, hal ini akan mendapatkan sebuah hasil apakah 

penerapan itu sudsh terlaksana atau tidak  dan sudah berjalan atau tidak. 

Hal  ini termasuk juga penerapan sistem seleksi yang dilakukan oleh 

kementrian agama Kabupaten Kampar, apakah sudah berjalan penerapan 

sistem seleksi petugas haji yang dilakukan atau tidak memberi pengaruh 

sedikitpun terhadap masyarakat.  

2. Sistem Seleksi 

a. Pengertian Sistem Seleksi 

Istilah sistem berasal dari yunani “systema” yang mengandung 

arti keseluruhan (a whole) yang tersusun dari sekian banyak bagian, 

berarti pola hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau 

komponen secara teratur  dan merupakan suatu keseluruhan.
14

 

Menurut Rohat Taufik menjelaskan bahwa sistem adalah 

sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan bersama dengan menerima input serta 

menghasilkan output dalam proses informasi yang teratur.
15

 

Sistem harus berazaskan efisien biaya, waktu dan tenaga serta 

bertujuan untuk memperoleh SDM yang terbaik dengan penempatan 

yang tepat. Sistem seleksi ada dua yaitu sistem gugur (secceive 

hardles) dan sitem nilai rata-rata (compenstory approach). Sistem 

                                                             
13

 Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 63 
14

 Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

1. 
15

 Rohmat Tufik, Sistem Informasi Manajemen  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),  2. 
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gugur artinya seleksi  yang dilakukan berdasarkan urutan atau 

bertahap, yaitu mulai dari seleksi administrasi, wawancara, tes 

kesehatan, sampai wawancara penentuan terakhir. Segala macam tes 

tersebut secara bertahap dilaksanakan dan lulus setiap tahapan seleksi, 

apabila para pelamar tidak lulus dalam seleksi maka tidak bisa ikut tes 

selanjutnya.
16

 

Seleksi adalah proses memelilih sekelompok pelamar atau 

orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk 

organisasi.
17

 Menurut defenisi lain seleksi adalah serangkaian langkah 

kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah sipelamar 

diterima atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada didalam urauan 

jabatan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang 

memenuhi syarat untuk kemudia dipilih mana yang dapat ditetapkan 

sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini 

dinamakan dengan seleksi. Proses seleksi merupakan tahap khusus 

yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan  diterima. 

Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dadn diakhiri 

dengan keputusan penerimaan.
18

 

Menurut munandar berpendapat bahwa seleksi adalah suatu 

rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak 

seseorang calon untuk pekerjaan tertentu tentang kemungkinan dari 

calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. 

Adapun tugas seleksi adalah menilai sebanyak mungkin calon untuk 

memilih seseorang atau sejumlah orang (sesuai dengan jumlah yang 

telah ditentukan) yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti dalam proses seleksi 

perusahaan organisasi akan memilih calon karyawan yang diperkiraan 

                                                             
16

 Komang Perdana dkk,  Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012, 71. 
17

 R Wayoe Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 2008), 168. 
18

 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), 159. 
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atau diramalkan akan berhasil menjalankan pekerjaan dengan baik. 

Dengan kata lain akan memilih calon karyawan paling tepat pekerjaan 

tertentu.
19

 

Manajemen syariah menjelaskan bahwa dalam islam proses 

sistem seleksi seharusnya dilakukan secara terbuka, adil, jujur dan jauh 

dari aspek nepotisme. Islam mendorong kita untuk memperlakukan 

setia muslim secara adil. Sebagai contoh dalam perekrutan, promosi 

atau keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai seseorang 

dengan sikap jujur dan adil. Hal itu merupakan sebuah keharusan, 

dengan demikian tidak ada alasan lain seperti nepotisme atau 

kepentingan pribadi dalam suatu proses seleksi.
20

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 

ayat 58: 

                             

                          

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerima dan (menyeru 

kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi 

maha melihat”.
21

 (QS. An-Nisa:58). 
 

Ayat diatas mengindikasikan adanya suatu kewajiban bagi para 

pemimpin untuk mengangkat individu dalam hal tenaga kerja yang 

paling komponen dan layak menempati jabatan tertentu guna 

melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian diatas menurut analisis penulis seleksi 

merupakan suatu rekomendasi untuk menerima atau menolak 

                                                             
19

 Lijian Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, 140. 
20

 Muhammad R Lukman Fauroni, Visi Al-Qur‟an Tentang Etika Bisnis (Jakarta: Salemba 

Diniyah, 2002), Edisi 1, 174 
21

 Nandang Burhanudin, Mushaf Al-Quran Edisi Wanita Tajwid,(Bandung: CV. Media 

Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 20. 
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seseorang calon pekerja dan penting bagi perusahaan atau organisasi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem seleksi dalam penelitian ini 

adalah suatu cara atau proses yang dilakukan Kementrian Kabupaten 

Kampar dalam pemilihan para tenaga kerja yang yang berkualitas dan 

profesional sesuai denagn kebutuhan yang diinginkan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

b. Macam-macam Seleksi 

Seleksi adalah memilih sekelompok pelamar, orang yang paling 

sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk organisasi. Adapun 

jenis seleksi adalah sebagai berikut:
22

 

1. Seleksi Administrasi 

Seleksi Administrasi berupa surat-surat yang dimiliki 

pelamar untuk menetukan apakah sudah sesuai dengan perrsyaratan 

yang dimintai organisasi, perusahaan antara lain: 

a) Ijazah  

b) Riwayat hidup 

c) Keberadaan status yang bersangkutan 

d) Surat lamaran 

e) Sertifikat keahlian misalnya komputer 

f) Pas foto 

g) Pengalaman kerja 

h) Poto copy identitas (KTP, Pasport, SIM, dan lain-lain) 

i) Akte kelahiran 

j) Jenis kelamin  

k) Status pernikahan  

l) Surat keterangan dokter 

m) Umur 

2. Seleksi tertulis, terdiri dari :
23

 

a) Tes kepribadian (persobal test) 

                                                             
22

Ibid, hlm 159 
23

Veithzal Rivai, op.cit181-182. 
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b) Tes kecerdasan (Intelegensi test) 

c) Tes bakat tes minat (Interest test) 

d) Tes prestasi (Achievement test) 

e) Tes Bakat (Aptitude) 

3. Seleksi tidak tertulis terdiri yaitu : 

a. Praktik 

b. Wawancara  

c. Medis/kesehatan 

d. Tahapan-tahapan Seleksi 

Menurut Prof. Dr. Sondang Siagian, MPA mengatakan bahwa ada 

7 tahapan-tahapan seleksi diantaranya: 

1. Penerimaan Surat Lamaran 

Langkah pertama ini merupakan langkah yang penting. Artinya 

surat lamaran diteliti untuk melihat kelengkapan data dan akurasinya.
24

 

Oleh karena itu kedua bela pihak perlu menempuhnya dengan hati-hati. 

Organisasi pemakai tenaga kerja menempuh langkah ini guna 

memperoleh kesan pertama tentang pelamar melalui pengamatan 

penampilan, sikap dan faktor yang relevan. 

Disamping itu I Komang Ardana berpendapat  pengisian 

formulir lamaran  dimaksud untuk memperoleh data pribadi calon 

tenga kerja secara lengkap dan seragam. Umumnya bagian personalia 

merancang formulir  lamaran tersebut dan diberikan kepada setiap 

lamaran. Formulir lamaran merupakan suatu alat untuk 

mengumpulakan data  yang dapat dipercaya  dan akurat  dari calon 

pelamar. Sutau formulir lamaran pekerjaan dirancang untuk dapat 

menyajikan beberapa jenis  informasi, yaitu sebagai berikut:
25

 

a) Data pribadi, biasanya mencakup identitas pribadi seperti nama 

lengkap, nama panggilan, alamat, tempat tanggal lahir, jenis 

kelamin, agama dan kondisi fisik. 

                                                             
24

Sondang P. Siagian, Manajemen Internasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),  216. 
25

 I Komang Ardana Dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), 75 
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b) Pendidikan dan keterampilan, yang dimiliki dan yang pernah 

diikutinya mencerminkan kemampuan intelektual pada calon 

tenaga kerja. 

c) Status pelamar, artinya apakah pelamar sekarang sedang bekerja 

atau tidak. 

d) Referensi atau rekomendasi, para pelamar diminta untuk mengisi 

nama dan alamat orang terdekat. Artinya orang tersebut 

memberikan informasi factual dan obyektif mengenai sipelamar 

yang dianggap penting.
26

 

e) Riwayat pengalaman, hal ini dinyatakan nama dan alamat 

perusahaan tempat kerja sebelumnya. 

f) Tanda tangan, pelamar diminta menandatangani dan mengisi 

tanggal lamarannya, dengan dibubuhkan kalimat menyatakan 

otoritas dan jaminan bahwa semua formulir lamaran adalah benar 

dan tepat sejauh yang diketahui. 

g) Dari data yang dihasilkan dalam formulir lamaran akan dapat 

diketahui gambaran sementara dari calon tenaga kerja, apakah 

bertanggung jawab atau tidak. Analisis data pribadi dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk masa yang akan datang dalam 

hubungan pengetahuan prestasi disekolah dengan produktifitas 

kerjanya.
27

 

h) Banyak perusahaan menggunakan format lamaran, format lamaran 

itu secara khusus meminta informasi tentang pekerjaan yang 

pernah dialami pelamar dan dan status pekerjaan yang sekarang. 

Didalam buku veitizhal Rivai mengatakan pada tahap ini 

diperlukan format lamaran untuk mempermudah penyeleksi 

mendapatkan informasi/data yang lengkap dari calon karyawan. 

Banyak perusahaan yang menggunakan format lamaran sebagai alat 

screening untuk menentukan apakah pelamar memenuhi spesifikasi 

                                                             
26

Ibid, 75. 
27

Ibid, 75. 
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pekerjaan yang minimal. Format lamaran itu secara khusus meminta 

informasi tentang pekerjaan yang pernah dialami pelamar dan status 

pekerjaan yang sekarang, contoh: format biodata sebagai salah satu 

dari format tersebut.
28

 

2. Penyelengaraan ujian 

Sebelum membahas berbagai macam jenis ujian tertulis atau tes 

yang biasa diselengarakan dalam proses seleksi ditekankan terlebih 

dahulu bahwa tidak semua jenis tes yang digunakan untuk semua 

pelamar. Artinya ada dua jenis tes tertentu yang cocok diselenggerakan 

bagi mereka yang melamar pekerjaan. Pada dasarnya terdapat tiga jenis 

tes yang ditempuh oleh pelamar yaitu:
29

 

a. Tes pengetahuan. Terdapat beraneka ragam tes yang dimaksud 

untuk mengukur pengetahuan pelamar tentang berbagai hal. 

Misalnya tes mengukur kemampuan pengetahuan pelamar  tentang 

teori dan praktek kepemimpinan, tes mengukur kemampuan atau 

pemahaman seseorang tentang ruang, waktu, angka-angka dan 

kecakapan menangkap makna petunjuk verbal lainnya. 

b. Tes psikologi. Ada dua jenis tes dalam tes psikologi yaitu tes 

psikologi yang mengukur kepribadian dan tempramen seseorang 

yang diharapkan dapat menduduki jabatan eksekutif tingkat 

puncak, menengah dan tingkat rendah.tes psikologi yang 

mengukur kepribadian dan tempramen pelamar ialah dibagian 

penjualan. 

c. Tes pelaksana pekerjaan. Bagi mereka yang memproyeksi 

melaksanakan berbagai kegiatan operasional dilakukan berbagai 

jenis tes seperti kemampuan koordinasi tes fisik, tes yang 

mengukur kemampuan visualisasi spatil dan tes mengukur 

kemampuan menghadapi situasi nyata dalam pekerjaan.
30

 

                                                             
28

 Veithzal Rivai, Raja Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori ke Praktik (PT 

Raja Grafindo Persada, 2006), 172-173 
29

Sondang P. Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 

138-139. 
30

Ibid, 139. 
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3. Wawancara  

Wawancara sebagai alat seleksi sering dipandang sebagai 

langkah yang penting. Karena dipandang sebagai langkah yang 

penting, cukup penggunaannya pun saling sering dan paling meluas. 

Wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal antara 

perekrut dengan pelamar.
31

 

Wawancara sebagai alat seleksi sering dipandang sebagai alat 

langkah yang cukup penting. Ada 4(empat) jenis wawancara yaitu:
32

 

a. Wawancara terstruktur  

Tipe wawancara ini digunakan apabila pertimbangan 

validitas informasi yang dianggap penting dan apabila jumlah 

pelamar hendak diwawancarai besar. Pelaksanaannya menuntut 

agar pewawancara menyusun dan mempersiapkan serangkaian 

pertanyaan yang ditanyakan pada semua pelamar. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur, pewawancara tidak 

mempersiapkan sejumlah pertanyaan sebelumnya. Jumlah dan jenis 

pertanyaan yang diajukan kepada pelamar biasanya berkembang 

sambil wawancara berlangsung. 

c. Gabungan terstruktur dan tidak struktur 

Pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa wawancara 

yang paling sering digunakan sebagai teknik seleksi gabungan 

antara wawancara tidak terstruktur dengan terstruktur. Alasannya 

adalah bahwa penggabungan kedua teknik tersebut mengambil 

manfaat dari keduanya. 

d. Pemecahan masalah 

Untuk mengukur kemampuan pelamar menyelesaikan suatu 

masalah tertentu kepada pelamar diberikan sebuah permasalahan 

yang tentunya sifatnya hipoterikal. Setelah pewawancara 

                                                             
31

 Sondang P. Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia, 141 
32

Ibid, 141. 
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menyampaikan permasalahannya, pelamar diminta tanggapan 

tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. 

Dari penjelasan diatas wawancara bertujuan agar 

mengetahui tingkat kemampuan dari setiap pelamar. Disamping 

pewawancara dapat mengambil keputusan tentang cocok tidaknya 

pelamar untuk pekerjaan yang dilamarnya. 

4. Surat-surat referensi 

Salah satu langkah yang biasa diambil dalam keseluruhan 

proses seleksi ialah mengharuskan pelamar melengkapi dokumen 

lamarannya dengan surat-surat referensi. Surat-surat referensi 

dimaksud untuk melengkapi informasi tentang diri pelamar seperti 

kemampuan intelektual, sikap dan nilai yang dianut, perilaku dan hal-

hal lain yang dipandang relevan.
33

 

Muhammad yani juga menjelaskan referensi dan latar belakang 

merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui tipe dari 

pelamar, apakah orang baik, cocok bekerja, latar belakang pendidikan 

dan lain-lain maka perlu dicek latar belakang keluarganya, atau teman-

teman, atau tempat dimana dia pernah bekerja.
34

 

Permintaan informasi referensi dari orang-orang tertentu 

merupakan usaha yang sistematik untuk mengetahui lebih mendalam 

tentang latar belakang seorang pelamar. Pentingnya pegetahuan 

tentang latar belakang tersebut berbeda dari seorang pelamar ke 

pelamar lain, tergantung pada jabatan yang akan dipangkunya dan 

tugas pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya.
35

 

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa 

surat-surat referensi dimaksud dapat mengetahui informasi tentang diri 

pelamar yaitu kemampual intelektual, sikap, bakat, perilaku dan lain-

lain sebagainya. Adapun yang dapat memberikan referensi adalah 
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Ibid, 148. 
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M. Yani, Manajemen Sumber Daya Manusia (Mitra Wacana Media, 2012),  72. 
35

 Sondang P. Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia, 148-149 
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atasan langsung, dosen, guru, sahabat dan pihak-pihak yang mengenal 

pelamar.   

5. Evaluasi Medis 

Evaluasi medis yang pada dasarnya dimaksud untuk menjamin 

bahwa pelamar berada dalam kondisi fisik yang sehat. Dua cara umum 

ditempuh dalam proses ini. Pertama, pelamar diminta melampirkan 

surat keterangan dari dokter. Kedua, yaitu melakukan sendiri evaluasi 

medis dengan mengharuskan pelamar menjalankan tes kesehatan 

menyeluruh ditempat pemeriksaan dan oleh dokter yang ditunjuk oleh 

organisasi.
36

 

Berbagai tujuan yang ingin dicapai dengan evaluasi medis 

antara lain:
37

 

a. Memperoleh apakah informasi fisik pelamar mampu menghadapi 

tantangan dengan tekanan tugas pekerjaanya. 

b. Memperoleh gambaran tentang tinggi rendahnya premi asuransi 

yang harus dibayar. Terutama dalam hal organisasilah yang 

membayar premi tersebut bagi karyawannya, praktek yang terdapat 

dalam suatu organisasi. 

c. Menjamin bahwa pelamar tidak menderita sesuatu penyakit kronis, 

apalagi menular. 

Pemerikasaan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mencegah terhadap kemungkinan memperoleh tenaga kerja yang 

sering sakit sehingga perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya 

pengobatan yang tinggi yang akhirnya merugikan perusahaan. 

Pemeriksaan kesehatan biaya meliputi:
38

 

a. Kesehatan panca indera seperti mata, tidak buta warna, plus atau 

minus, pendengarannya normal atau tidak tuli. 

                                                             
36

 Sondang P.Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

149. 
37

Ibid, 149-150. 
38

 I Komang Ardana dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia,  78. 
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b. Kesehatan jasmani dan, hal ini untuk mendukung kelancaran 

pekerjaan, supaya tidak mendapatkan tenaga kerja yang sering 

sakit-sakitan.
39

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi medis dilakukan untuk melihat dengan jelas kondisi kesehatan 

dari para pelamar. Oleh karena itu pelamar diminta melampirkan surat 

keterangan dari dokter guna mengetahui apakah pelamar memiliki 

mengidap penyakit yang dianggap berbahaya. 

6. Wawancara dengan penyelia 

Dalam manajemen sumber daya manusia ini semakin dirasakan 

pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi alasan 

langsung pelamar dalam proses seleksi. Bahkan dalam banyak 

organisasi kecendrungan kuat adalah memberikan wewenang dan kata 

terakhir kepada para penyelia untuk memutuskan siapa diantara para 

pelamar yang akan diterima dan siapa yang ditolak. 

Berbagai pertimbangan atau alasan mengapa kecendrungan ini timbul 

pesat antara lain:
40

 

a. Penyelialah yang lebih memahami seluk beluk dan tuntutan 

tehnikal pekerjaan yang akan dipercayakan kepada pelamar. 

b. Penyelialah yang dianggap lebih tepat untuk melakukan penilaian 

mengenai kemampuan dan potensi pelamar karena dikaitkan 

langsung dengan tugas yang akan dilakukan pelamar. 

c. Penyelialah yang dianggap lebih kompeten menjelaskan berbagai 

segi pekerjaan tertentu apabila ditanyakan oleh pelamar. 

d. Penyelialah yang dibebani tanggung jawab untuk mengarahkan, 

memberikan dorongan, membina, dan mengembangkan pelamar 

setelah dia menjadi pekerja dalam organisai bersangkutan. 

e. Jika ternyata dikemudia hari pegawai baru tidak atau kurang 

mampu menyelenggarakan funsinya, penyelia turut bertanggung 

jawab atas ketidaktepatan dalam proses seleksi.
41

 

                                                             
39
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40
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150-151. 
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Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan  bahwa 

wawancara penyelia mempunyai peranan penting dalam proses 

seleksi.  Langkah ini dapat mengetahui potensi dan kemampuan yang 

dimiliki oleh pelamar. Sehingga akan memperoleh pelamar yang 

memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan yang akan ditugaskan 

kepadanya. 

7. Keputusan Seleksi 

Langkah terakhir dalam proses seleksi adalah pengambilan 

keputusan tentang lamaran yang masuk. Siapapun yang pada akhirnya 

mengambil keputusan atas lamaran yang diterima, apakah diterima 

atau ditolak, yang jelas ada dua hal penting mendapat perhatian.
42

 

Pertama, merupakan tindakan yang sangat etis sekaligus 

merupakan langkah penting dalam menjaga citra positif suatu 

organisasi apabila para pelamar yang lamarannya tidak diterima segera 

diberi tahu tentang penolakan tersebut. 

Kedua, seluruh dokumen lamaran pelamar yang diterima untuk 

bekerja perlu disimpan dengan baik dan rapi karena berbagai informasi 

yang terkandung dalam dokumen tersebut akan sangat bermanfaat 

dikemudian hari dalam membina dan mengarahkan karier pegawai 

yang bersangkutan. 

Patut diingat bahwa bukti terbaik berlangsungnya proses 

seleksi dengan tepat adalah para karyawan yang mampu bekerja secara 

pruduktif, memiliki loyalitas tinggi dan berprilaku positif. Berarti 

informasi yang terdapat dalam lamaran itu akan sangat bermanfaat 

untuk diteliti kembali dikemudian hari dalam hal pekerja tidak 

memenuhi harapan karena dari penelusuran itu sangat mungkin 

ditemukan titik-titik lemah dari proses seleksi  yang telah ditempuh. 

Maksudnya ialah agar titik-tik lemah tersebut diatasi dalam melakukan 

seleksi pegawai baru waktu-waktu yang akan datang.
43
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Selanjutnya pendapat relatif sama mengenai tahap-tahap dalam seleksi 

yang dikemukakan oleh R. Wayne Mondy, beliau mengatakan ada 7 (tujuh) 

tahap didalam kegiatan seleksi yaitu:
44

 

1. Wawancara pendahuluan 

Proses seleksi sering kali diawali dengan wawancara pendahuluan. 

Tujuan dasar dari penyaringan pelamar ini adalah untuk menyisihkan 

mereka yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan posisi. Pada tahap ini, 

para pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. 

2. Pemeriksaan lamaran dan resume 

Pemeriksaan resume adalah ringkasan beriorentasi tujuan dari 

pengalaman, pendidikan, dan pelatihan seseorang yang disusun untuk 

digunakan dalam proses seleksi. 

3. Tes seleksi 

Tes ini merupakan tes penilaian bakat, kepribadian, kemampuan 

dan motivasi para karyawan potensial yang memungkinkan para manajer 

dalam memilih kandidat berdasarkan kesesuaian mereka dengan posisi 

yang dibutuhkan.
45

 

4. Wawancara kerja 

Wawancara kerja adalah perbincangan beriorentasi tujuan dimana 

pewawancara dan pelamar saling bertukar informasi. Wawancara kerja 

sangat penting karena para pelamar yang mencapai tahap ini adalah para 

pelamar unggulan. 

5. Penyaringan prakerja (penyelidikan latar belakang) 

Pada tahap ini seorang pelamar telah melengkapi formulir 

lamarannya atau menyerahkan resume, menjalani tes seleksi yang 

diperlukan dan menjalani wawancara kerja. 

6. Keputusan seleksi 

Pada titik ini, fokus pada manager yang harus mengambil langkah 

penting dari keseluruhan (keputusan penerimaan sebenarnya) 

                                                             
44
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7. Pemeriksaan kesehatan 

Tujuan dasar dari pengambilan keputusan adalah untuk mengetahui 

kemampuan fisik pelamar dalam menjalankan pekerjaan.
46

 

Dari beberapa pendapat mengenai teori tahap seleksi diatas, 

menurut analisis penulis maka disimpulkan bahwa tahap seleksi adalah 

suatu cara yang digunakan Kementrian Agama Kabupaten Kampar dalam 

melakukan penyeleksian petugas haji. Cara yang digunakan tersebut 

menggunakan beberapa tahap seleksi yaitu: seleksi administrasi, seleksi 

tertulis dan seleksi tidak tertulis. 

 

B. Petugas Haji 

1. Pengertian Petugas Haji 

Istilah petugas haji berasal dari kata tugas yang berarti wajib 

dikerjakan atau yang digunakan untuk dilakukan sedangkan pengertia 

petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu. Adapun haji 

dalam istilah eksiklopediaislam berarti menyengaja atau menujudan 

mengunjungi. Ia di ambil dari etimologi bahasa arab dimana kata haji 

mempunyai arti qashad yakni tujuan atau menyengaja.
47

 

Dari masing-masing istilah ini digabungkan menjadi satu yaitu 

petugas haji. Istilah ini digunakan oleh Kementrian Agama untuk 

menyebut petugas yang melayani jamaah haji. Kementrian Agama 

Direktorat Jendal Penyelenggara Haji Dan Umrah mengartikan petugas 

haji adalah “petugas yang diangkat oleh Kementrian Agama yang 

diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi panitia 

penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi (Non Kloter), petugas haji 

yang menyertai jama‟ah haji dan tenaga musim. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang petugas haji 

yang menyertai petugas jama‟ah haji (Kloter). Berikut ini penjelasan 
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petugas haji didalam peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 6-10 yang berbunyi : 

1. Tim pembimbing ibadah haji indonesia adalah petugas yang 

menyertai jama‟ah haji dalam kelompok terbang yang bertugas 

memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji bagi jama‟ah haji. 

2. Tim pemandu ibadah haji indonesia adalah petugas yang menyertai 

jama‟ah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan umum bagi jamaah haji sekaligus mengemban tanggung 

jawab sebagai ketua kelompok terbang. 

3. Tim Kesehatan Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai 

jema‟ah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan kesehatan bagi jama‟ah haji. 

4. Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai 

jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu 

memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum. 

5. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai 

Jama‟ah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan Kesehatan Bagi Jama‟ah haji. 

Adapun persyaratan menjadi petugas haji yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji pada pasal 18 ayat 7 yang berbunyi “ 

petugas haji sebagaimana dimaksud  pada ayat empat dan ayat 6 harus 

memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi 

yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
48

 

Sedangkan pasal 11 butir (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Mentri menunjuk petugas 

yang menyertai jama‟ah haji yang terdiri dari : 

                                                             
48

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 



23 

 

 

a. Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) 

b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPHI) 

c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pada umumnya seleksi untuk 

menjadi TPHI dan TPIHI yang mengatur Kementrian Agama Provinsi 

yang mana ujian seleksinya diadakan di Kantor Kementrian Agama Kota 

masing-masing dengan ketentuan tidak jauh berbeda dimana seleksi TPIH 

Dan TPIHI harus meliputi tes wawancara yang terdiri dari pengetahuan 

agama baik itu masalah haji dan hukum-hukumnya. Kemudian tes tulis 

dan biaya untuk seleksi haji ditanggung oleh Kementrian Agama Provinsi 

Riau.
49

 

Penyeleksian Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah dialam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dalam pasal 11 yat 3 mengatakan bahwa Gubernur tau Bupati/wali Kota 

dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah hajiyang terdiri atas 

Tim Pemandu Jama‟ah Haji Daerah Kota Pekanbaru dalam 

Penyelanggaraan Ibadah Haji pada tahap pemilihan TPHD (Tim Pemandu 

Ibadah Haji Daerah).  

Dan Tim Kesehatan Haji Daerah(TKHD). Sebagaimana salah satu 

gambaran dapat dilihat dari keterlibatan Pemerintah Daerah Kota 

Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahap pemilihan 

TPHD (Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah). Dan pembentukan panitian 

bimbingan manasik haji, Pemberangkatan dan Pemulangn calon/Jamaah 

haji dimana kedua hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

dengan legalisasi Surat keputusan yang dikeluarkan.
50

 

2. Macam-macam Petugas Haji 

Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementrian 

Agama RI membagi petugas haji menjadi tiga bagian yaitu Petugas Kloter, 
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Petugas Non Kloter , Dan Tenaga Musim. Adapun penjelasannya Terdiri 

dari:
51

 

a. Petugas yang menyertai ibadah haji (Kloter) terdiri dari : 

1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) adalah petugas yang 

menyertai jamaah dalam bidang administrasi dan manajeril (ketua 

kolter). 

2) Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) adalah [etugas yang 

menyertai Jamaah Haji dalam bidang bimbingan ibadah 

(pembimbing ibadah). 

3) Tim Kesehatan Ibadah Haji Indonesia (TKHI) adalah petugas yang 

menyerti jamaah haji dalam bidang pelayanan kesehatan baik 

dokter, perawat dan petugas kesehatan lainnya seperti ahli gizi, ahli 

rekam medis, tenaga farmasi ataupun sanitarian. 

4) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) adalah petugas haji yang 

ditetapkan oleh Gubernu, Walikota atau Bupati untuk melayani 

daerah masing-masing dalam bidang pelayanan umumdan ibadah. 

5) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah petugas haji yang 

ditetapkan oleh Gubernur, atau Walikota atau bupati untuk 

melayani daerah dalam bidang kesehatan. 

b. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) terdiri dari : 

1) Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) adalah panitia yang 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayan haji baik ditingkat 

pusat, arab saudi, dan embarkasi. 

2) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH pusat) adalah panitia 

Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan perhajian yang ditempatkan di Kementrian 

Agama Republik Indonesia. 

3) Panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH arab saudi) adalah 

petugas haji yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pelayanan 
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umum, bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan, serta perlindungan 

jamaah haji arab saudi. PPIH arab saudi ditugaskan di tiga daerah 

kerja, yaitu : Jeddah, Madinah, Dan Mekkah serta Kantor Misi Haji 

di Jeddah. 

4) Panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH Embarkasi ) adalah 

petugas haji yang bertanggung jawab pada pembinaan, pelayanan 

umum, bimbingan ibadah, dan pelayanan kesehatan serta 

perlindungan setiap calon jamaah haji disetiap embarkasi. 

c. Tenaga musim yang disingkat Temus adalah petugas haji yang direkrut 

dari mahasiswa arab saudi dan sekitarnya serta WNI yang  berdomisili 

diarab saudi ditetapkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji 

Dan Umrah. 

3. Sistem Haji Dalam Islam 

Islam adalah agama yang mencakup seluruh dunia dan diturunkan 

untuk mengatur dunia. Agama ini memiliki dua sifat yang tidak akan sirna, 

yaitu keseluruhan dan keabadiannya. Maksudnya, islam adalah agama 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, diturnkan untuk 

seluruh dunia, dan keberadaannya abadi sepanjang masa.
52

 

Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa ibadah haji merupakan salah 

satu program ajaran islam yang diperuntukkan bagi seluruh dunia. 

Keabadian Ibadah Haji bisa disaksikan(dalam kenyataan) bahwa bentuk 

ritual tesebut telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Haji merupakan 

kewajiban keagaaman yang memperkokoh dasar-dasar agama lainnya. 

Agar sifat universal haji menjadi jelas, maka kita harus meneliti berbagai 

aspek ibadah haji, sehingga menjadi jelaslah bahwa ibadah haji merupakan 

ibadah keagamaan yang memiliki sifat menyeluruh dan abadi. 

 

C. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan pada penelitian-

penelitian lain yang berbentuk skripsi dengan judul diatas. Adapun penelitian 
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yang hampir sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

berjudul: 

1. Pertama, “Upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Di Kementrian Agama Kota 

Pekanbaru”, Pekanbaru, 2015, Karya Agus Suryanto, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Skripsi ini lebih 

menjelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pimpinan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai penyelenggaraan haji dan umrah di 

Kementrian Agama Kota Pekanbaru.hal ini setelah upaya pimpinan 

dievaluasi kembali guna memastikan prestasi dari individu tersebut ada 

kemajuan dan meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan laporan 

penyelenggara haji. Upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai 

akan mampu mengubah segala perubahan baik lingkungan internal dan 

eksternal karena telah dibekali pelatihan yang mumpuni, hal ini 

berdampak positif bagi kinerja pegawai. 

2. Kedua,”Sistem Pengawasan Kementrian Agama Provinsi Riau Terhadap  

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah Kota Pekanbaru” yang 

ditulis oleh annisa fitriani jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah 

dan komunikasi 2016. Permasalahan karya annisa ini adalah langkah 

kongkrit dan upaya yang dilakukaan kementerian agama provinsi riau 

dalam fungsi pengawasan, diangkat dari banyak fenomena haji dan umrah 

yang melakukan penyimpangan, sedangkan permasalahan yang diteliti 

penulis adalah bagaimana sistem penerapan seleksi petugas haji dalam 

melakukan sistem seleksi meningat keberadaan petugas haji adalah wadah 

khusus yang akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah 

haji. 

3. Berbeda dengan ketiga penelitian diatas, adapun kesamaan dengan 

penelitian penulis terletak pada teori deskripsi tentang respon objek yang 

akan diteliti.perbedaan terletak pada subjek penelitian yaitu ”Upaya 

pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai Penyelenggaraan Ibadah 

Haji dan Umrah Di Kementrian Agama Kota Pekanbaru” dan ,”Sistem 
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Pengawasan Kementrian Agama Provinsi Riau Terhadap  

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah Kota Pekanbaru” 

penelitian ini menekankan kepada penerapan sistem seleksi petugs haji 

oleh Kementrian Agama Kabupaten Kampar terhadap kegiatan seleksi 

petugas haji di Kabupaten Kampar. Fokus dan lokasi seleksi petugas haji 

di Kementrian Agama Kabupaten Kampar.  

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah penting.
53

kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat 

pula kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang 

diturunkan dari satu  atau beberapa teori atau beberapa pertanyaan-pertanyaan 

logis. 

Dalam memahami penerapan sistem seleksi petugas haji Kementrian 

Agama Kabupaten kampar dalam melakukan seleksi terhadap petugas haji di 

Kementrian Agama Kabupaten Kampar, maka dipaparkan dengan kerangka 

pikir sistematis yang sudah ada. Dasar penelitiannya  adalah adanya kerangka 

konseptual yang menjelaskan tentang sistem Seleksi Kementrian Agama 

Kabupaten Kampar melalui beberapa tahap seleksi Kementrian Agama 

Kabupaten Kampar melalui beberapa tahap seleksi, dan dalam penelitian ini 

penulis juga membatasi teori-teori seleksi, yakni membahas tentang sistem 

seleksi yang terdiri dari lima tahapan yaitu penerimaan surat lamaran, 

penyelenggaraan ujian, surat-surat referensi, evaluasi medis dan keputusan 

seleksi. 

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat digambarkan dalam 

bentuk bagansebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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UJIAN 

Penerapan sistem seleksi petugas haji di 

kementerian agama kabupaten kampar 

Tahap-tahap system seleksi 

PENERIMAAN SURAT 

LAMARAN 
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 Pemeriksaan di puskesmas 

daerah setempat. 

 Pemeriksaan Kesehatan 
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 Ujian tertulis. 

 Ujian tidak tertulis. 

 Penilaian seleksi 

administrasi. 

 Penilaian hasil ujian 

tertulis. 

 Data pribadi 

 Pendidikan /keterampilan 

 Status pelamar 

 Riwayat pengalaman 

 Tanda tangan 

 . Pendidikan minimal S-1  

 b. Memahami fiqih haji  

 c. Pengalaman ibadah haji  

 d. Memiliki kemampuan 

kepemimpinan (leadership)  

 e. Memiliki akhlakul karimah 

f. Mampu berkomunikasi 

berbahasa arab 

  g. Lulus sertifikasi. 

  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis. Sedangkan 

pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian ini adalah Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai 

suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi 

ataupun fenomena tertentu.
54

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada JL 

DI. Panjaitan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan ditentukan setelah proposal ini 

diseminarkan. 

 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan serta yang memerlukannya.
55

Data primer ini 

adalah data yang didapatkan dari Kementrian Agama Kabupaten Kampar 
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55
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dengan cara melakukakan wawancara agar dapat memberikan informasi 

dan data. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain,biasanya sudah 

dalam bentuk publikasi.data sekunder dapat berbentuk data-data tambahan 

yang diambil dari buku,hasil pemikian para ahli,arsip, dokumen dan 

sumber lain yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian yang 

dimaksud. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif 

yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan penulis menggunakan informan penelitian sebanyak 5 orang 

yaitu 1 orang kepala kasi haji, 4 orang staf bagian haji dan umrah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan, 

yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan 

dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian, antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang 

dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik.
56

Proses 

interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan 

tentang sistem seleksi yang diterapkan oleh Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun 
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demikian, informan berhak untuk tidak menjawab  yang menurutnya 

privasi atau tidak. 

Teknik wawancara yang peneliti pakai adalah menggunakan teknik 

wawancara yang terstruktur, maksudnya, proses wawancara adalah 

dilakukan secar terencana. Dalam penelitian ini terlebih dahulu 

menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancara 

informan untuk mendapatkan informasi tentang penerapan sistem seleksi 

petugas haji yang dilakukan oleh kementerian agama kabupaten kampar. 

2. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung 

terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan 

maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian
57

. 

 Metode ini digunakan untuk mencari data yang ada, dengan cara 

data langsung keobjek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan 

dan mencatat segala hal dianggap penting guna memperoleh objek 

penelitian yang ada dari penelitian ini adalah Penerapan Sistem Seleksi 

Petugas Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki 

hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa 

fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang 

dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian 

berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal 

dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam
58

.Dan 

dokumentasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencari data hal-hal 

atau variabel yang berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, dan 

majalah. 
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Teknik inipenulis lakukan dengan cara mengumpulkan data informasi 

secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan yang 

dilakukan Kementrian Agama Kabupaten Kampar dalam melakukan kegiatan 

seleksi petugas haji di Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

 

F. Validitas Data 

Pada penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan atau kevalidan data 

maka digunakanlah teori Triangulasi dengan metode. Mengacu pendapat 

Pattondengan menggunakan strategi;  

pertama; pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. 

kedua; pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
59

 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode 

interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang 

diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji 

sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka 

penelitian harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk 

mencari kesamaan dan dengan metode yang berbeda.
60

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisi data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah data tesebut dapat diberi arti makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
61

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dapat ditempuh dengan 

tiga car yaitu : 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstraksian, serta proses penstranformasian 

data-data kasar yang dapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi 

data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang 

diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya 

dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyampain informasi berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu 

mengamati.Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk 

deskripsi-narasi tentang Penerapan Seleksi Petugas Haji. 

3. Menarik Kesimpulan 

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-

catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar 

pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau upaya 

yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Atau dengan kata lain, verifikasi merupakan usaha memunculkan 

makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan 

kecocokannya dengan validitas penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-

fenomena dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta, secara 

sistematis, memberi analisis secara cermat, kritis dan mendalam terhadap 

objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.
62

 Sehingga 

diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendeskripsikan bagaimana 

Sistem Seleksi Petugas Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar  

Kementerian Agama Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang keagamaan secara umum, pada 

mulannya Kementerian Agama itu sendiri berpusat di Kota Pekanbaru yaitu 

sebelum tahun 1967 hal ini di karenakan Kabupaten Kampar beribukota di 

Kota Pekanbaru jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di Pekanbaru 

begitu juga dengan Dinas/ Intansi lainnya dan pada tahun-tahun saat itu sudah 

ada suara-suara dari tokoh masyarakat supaya Ibukota Kabupaten Kampar 

dapat sesegera mungkin dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang.  

Hal itu sudah mulai diperjuangkan oleh tokoh masyarakat, maupun 

Partai / Organisasi yang ada di Kabupaten Kampar tapi belum mendapat 

tanggapan. Pada tahun 1967, hal itu dapat terwujud yaitu dengan dipindahkan 

Pemerintahan Kabupaten Kampar ke Bangkinang termasuk Kantor 

Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa inspeksi yang belum menyatu 

pada saat itu, adapun inspeksi tersebut adalah, Inspeksi Urusan Agama, 

Inspeksi Pendidikan Agama dan Inspeksi Agama, Inspeksi-inspeksi ini 

berjalan sendiri-sendiri yang belum menyatu dalam satu Kantor, pada tahun 

1975 Inspeksi-inspeksi tersebut 26 disatukan menjadi Kantor Perwakilan 

Departemen Agama Kabupaten Kampar berdasarkan KMA no. 18 tahun 1975 

dengan kepala H.Idrus Maarif. 

 

B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

1. Visi 

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang taat 

menjalankan ajaran agama dan menjadikan agama sebagai landasan 

Akhlak, moral dan etika menuju Kampar sebagai Serambi Mekkah 

Propinsi Riau  
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2. Misi 

a) Mewujudkan Aparatur Dep. Agama Kab. Kampar yang bersih dan 

berwibawa melalui peningkatan kualitas Aparatur, sarana dan 

prasarana yang memadai.  

b) Meningkatkan pembinaan Keluarga Sakinah  

c) Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan Ibadah Haji dan 

Umroh melalui Pembinaan Menasik Haji dan Pasca Haji. 

d) Meningkatkan pelayanan pada Madrasah dan Pendidikan Islam pada 

Sekolah Umum melalui penigkatan SDM, sarana dan prasarana 

belajar. 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan keagamaan 

melalui peningkatan fungsi Pondok Pesantren dan pendidikan 

kemasyarakatan.  

f) Menigkatkan fungsi Mesjid / Mushallah dan penyiaran agama melalui 

peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, Hari Besar 

Keagamaan, MTQ dan Tamaddun. Serta peran UPZ 

 

C. Wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

Wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar terdiri 

dari 21 kecamatan di Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Bangkinang Barat, 

XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri 

Hulu, Kiri Hilir, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Seberang, 

Salo, Kampar Timur, Gunung Sahilan, Kampar Utara, Rumbio Jaya, 

Perhentian Raja, Kampar Kiri Tengah dan Koto Kampar Hulu. 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Kementerian Agama Republik 

Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keagamaan. 

Sedangkan tugas Pokok Kantor Kementerian Agama berkedudukan di 

kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
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Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama 

mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam 

wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 

kabupaten Kampar. 

b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah. 

c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan. 

d. Pembinaan kerukunan umat beragama.  

e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi. 

f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 

program. 

g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di 

kabupaten Kampar. 

 

E. Profil SDM Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar  

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar didukung oleh 560 orang pegawai yang tersebar pada 14 Satuan Kerja 

(satker) include di dalamnya Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar. 

Dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan keterbatasan tenaga pelayanan, 

Kementerian Agama berusaha menempatkan pegawai sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang layanan yang profesional. 

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2020 yang lebih efektif dan 

efisien, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah menempatkan 

pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya 
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melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, pemberian Izin 

belajar, serifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai. Data pegawai dimaksud dapat diklasifikasikan berdasarkan 

golongan, pendidikan, usia dan jabatan.  

No Nama Jabatan Jumlah Satuan Persentase 

1 Struktural 80 Orang 7,130,125 

2 JFI 85 Orang 1,515,152 

3 Guru 380 Orang 6,773,619 

4 Pengawas 17 Orang 3,030,303 

5 Penghulu 21 Orang 3,743,316 

6 Penyuluh 14 Orang 2.495,544 

7 Perencana 2 Orang 0,356,506 

Jumlah                                     560                    Orang                 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pegawai Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar terbanyak adalah jabatan fungsional sebagai Guru 

yaitu 381 orang atau 67,91 %, sedangkan jabatan fungsional lainnya adalah 

gabungan dari beberapa jabatan fungsional di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar antara lain Pengawas, Penghulu, Penyuluh dan Perencana. 

Jabatan fungsional tersebut adalah Pengawas (17 orang), Perencana (Pertama) 

(2 orang), Penghulu (21 Orang), Penyuluh (14 Orang), sedangkan JFU 

berjumlah 86 orang dan Jabatan Struktural sebanyak 40 orang 

Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kampar Struktur 

organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Berdasarkan PMA No. 

13 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian 

agama Terdiri dari :  

a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

b. Sub bag Tata Usaha 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi 

perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan Pelayanan dan 

pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan 

Kantor Kementerian Agama. 

c. Seksi Pendidikan Madrasah  
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Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di 

bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 

d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 141 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 

teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang 

pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 

e. Seksi Pendidikan Agama Islam  

Seksi Pendidikan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di 

bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan 

keagamaan Islam. 

f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. 

g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. 

h. Penyelenggara Syariah (Pada Saat Laporan LAKIP ini dibuat 

Penyelenggara Syariah di Plt Kan Kepada Kasi Bimas Islam) 

Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di 

bidang pembinaan syariah.  

i. Penyelenggara Kristen 

Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan  pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di 

bidang bimbingan masyarakat Kristen.  
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j. Unit Pegawai 

unit kepegawaian mempunyai tugas melakukakan persiapan bahan 

penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan 

kepegawaian. 

k. Unit Keuangan 

Unit keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran serta 

pelaksanaan urusan keuangan. 

l. Unit Perencanaan 

Unit perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, 

program dan anggaran, evaluasi dan laporan. 

m. Unit Umum 

Unit umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, 

rumah tangga, perlengkapan, dan pemeliharaan serta pengelolaan dan 

pelaporan barang milik negara. 

n. PTSP 

Pelayanan Terpadu 
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F. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA KANTOR 
Drs. H. ALFIAN, M.Ag 

NIP. 19680720 199703 1 
003 

KEPALA SUBBAG TU 
H. AHMAD FUADI, SH, M.BA 

NIP. 19701208 200501 1 
004 

KASI PEND MADRASAH 
Dra. H. FAIZIN, M.PD 

NIP. 19640216 199203 1 
002 

KASI PEND PONTREN 
Drs. H. M. YAMIN 

NIP. 19651231 199503 1 
011 

 

KASI PEND AGAMA ISLAM 
H. DIRHAMSYAH, M.Sy 

NIP. 19721230 200003 1 
OO1 

 

KASI PENY. HAJI & UMRAH 
H. HOLIP, S.Ag 

NIP. 19631231 199203 1 
638 

KASI BIMB MASY. ISLAM 
H. MASWIR, S.Ag, M.A 

NIP. 19690903 199603 1 002 
 

PENYE ZAKAT DAN WAKAF 
MUHAMMAD ALI, M.Sy 

NIP.19730706 199703 1 001 
 
 

PENY. KRISTEN 
MUHAL SIMAJUNTAKALIT, 

S.PAK 
NIP. 19640330 20003 1 001 
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F. Capaian Program Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

Berdasarkan hasil Koordinasi Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar bersama Kepala Seksi dan Penyelenggara di Lingkungan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, yang menjadi Strategic 

Issued dalam Tahun 2016 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar adalah sebagai berikut :  

1. Kantor kemenag dan KUA yang prespektif dalam rangka menuju Zona 

Bebas Pungli. 

2. Check clock guru PNS pada Madrasah Swasta dan dan Sekolah Umum 

(Kendala yang dihadapi karena belum terakomodir di dalam pengadaan 

DIPA 2016).  

3. Pendirian Sekber FKUB.  

4. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Beragama.  

5. Penertiban Rumah ibadah sesuai PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri.  

6. Sertifikasi Barang / Jasa.  

7. Revitalisasi Zakat dalam pengentasan kemiskinan dan memaksimalkan 

eksistensi lembaga zakat. 

8. Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar. 

9. Penegerian Madrasah.  

10. Izin Operasional Madrasah.  

11. Sertifikasi Guru Madrasah. 

12. EMIS Online Madrasah.  

13. Tunjangan Guru Daerah Sulit (Terpencil). 

14. Validasi Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan 

Agama dan Keagamaan Islam.  

15. Pengawasan Faham-faham Radikalisme di Pondok Pesantren. 

16. Data Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam yang Valid dan Akurat  

17. Kekurangan Tenaga pengajar Mata Pelajaran Pada Madrasah.  

18. Kekurangan Tenaga pendidik pada madrasah.  

19. Pendidikan Gratis pada madrasah di Kabupaten Kampar.  
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20. Peninggkatan Pembinaan Kepegawaian (Kepala Madrasah dan Tenaga 

Pendidik) dalam upaya perbaikan kinerja dan Pengajaran. 

21. Pakaian Seragam Ciri Khas Kementerian Agama. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penerapan sistem seleksi petugas haji di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pada pasal 18 

ayat (4) dan ayat (6) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman 

integritas, dan dedikasi melalui seleksi secara profesional.  

Hal ini terbukti Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah 

melaksanakan seleksi petugas haji penerimaan surat lamaran dengan melihat 

kelengkapan data dan akurasinya, Pemeriksaan surat-surat referensi oleh 

personalia atau kepanitiaan,  evaluasi medis terhadap calon petugas haji 

dengan melihat lampiran surat keterangan dokter dari Puskesmas, 

penyelenggaraan ujian tertulis dilakukan secara online dengan menggunakan 

system Computers Assisted Test(CAT dan terakhir keputusan seleksi oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar ada beberapa saran mengenai penerapan system 

seleksi petugas haji diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepada pengurus Kementerian Agama Kabupaten Kampar khusunya 

panitia Pelaksana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dalam hal ini petugas haji agar penyelenggaraan haji khususnya di 

kabupaten Kampar semakin baik kedepannya. 

2. Dalam system seleksi petugas haji, tentu memiliki hambatan-hambatan 

yang dialami. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar kiranya dapat membuka diri dengan menerima kritikan dan saran 

dari berbagai pihak terutama jamaah haji yang mendapat pelayanan dari 

patugas haji di Arab Saudi. 
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3. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Kampar membuat program 

pembelajaran ilmu manasik haji terhadap pegawai Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar. Sehingga akan mendapatkan calon petugas haji yang 

cerdas, handal, amanah serta bertanggung jawab. Disamping itu agar 

penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan tertib dan lancar. 
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